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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Yayasan NSM merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selama tahun 2017 Yayasan NSM 

memperoleh laba kena pajak sebesar Rp 7,238,771,717 danPPh badan yang telah 

dibayar sebesar Rp 269,225,455. Pada Januari 2017 Yayasan NSM membeli hak cipta 

buku dan membayarkan royalti sebesar Rp 80,957,667yang diangsur dari Januari-Mei 

2017. Namun Yayasan NSM belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 

15% atau senilai Rp 12,143,650atas royalti tersebut. 

2. Yayasan NSM menerima Surat Tagihan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat yang memuat sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat 

membayar PPh Pasal 23 dan denda Rp 100.000 karena terlambat melaporkan SPT 

Masa PPh Pasal 23. Jumlah sanksi pajak yang harus dibayar oleh Yayasan NSM 

adalah sebesar Rp 3,066,002.Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh 

Yayasan NSM adalah dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti dan 

melakukan pembayaran pajak sebesar Rp 12,143,650,serta melunasi sanksi sebesar 

Rp 3,414,476. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Yayasan NSM 
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 Sebagai wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang pendidikan, 

seharusnya Yayasan NSM dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk 

menggunakan laba atau sisa lebih untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana pendidikan sehingga laba tersebut tidak dikenakan Pajak 

Penghasilan. 

2. Bagi Pembaca 

 Pembaca disarankan untuk mempelajari jenis-jenis penghasilan apa saja yang 

dikenakan pajak dan melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan 

sehingga tidak ada transaksi yang belum dipotong atau dibayarkan pajaknya. Dengan 

demikian pembaca sebagai wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat membahas jenis pajak lainnya yang berkaitan 

dengan kewajiban pajak badan usaha dalam bentuk Yayasan yang belum dibahas 

dalam penelitian ini misalnya PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan atau angsuran 

PPh Pasal 25.   

 

 

 

 

 

 

 

  


